CATATAN ATAS LAPORAN KEUNGAN
(CALK)

KECAMATAN KARTASURA

SUKOHARJO

TAHUN 2019




1.

BAB |

PENDAHULUAN

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Dalam Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 perihal

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah) Pasal 320 ayat 1 dan 2 dijelaskan, bahwa Kepala daerah
menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa
oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun
anggaran berakhir. Laporan keuangan sekurang-kurangnya meliputi laporan
realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas,
dan catatan atas laporan keuangan.
Menurut Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 57 Tahun 2015 sesuai pasal 3
ayat (2) menyatakan bahwa SKPD menyusun dan melaporkan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara periodik yang meliputi :
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Opeasional, Laporan
Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD. Laporan
tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang
mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan.

Adapun maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan adalah :

a. Maksud

Laporan Keuangan disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi
mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan,
asset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas selama satu periode
pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan
realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran
yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas
dan efisien suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan
ketaatannya terhadap peraturan perundang — undangan.

b. Tujuan

Memenuhi ketentuan tentang tata cara pertanggungjawaban Keuangan

Daerah.




2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

a. Undang — Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah —
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

. Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );

.Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;

. Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional,

. Undang — Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah ;

g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ;

i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan;

k. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;




3.

m. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang

Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

0. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018
Nomor 14 );

p. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ( Berita
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 70 ) ;

g. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2019 Nomor 7);

r. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
Anggaran 2019 (Berita Daerah kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor
41)

Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Perangkat
Daerah

Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2016 disusun dengan
sistematika sebagai berikut :

Bab | :  Pendahuluan

Bab Il : Kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD SKPD
Bab Ill : Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD

Bab IV : Kebijakan akuntansi

BabV : Penjelasan pos — pos laporan keuangan SKPD

Bab VI : Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD

Bab VIl : Penutup




BAB I

KEBIJAKAN KEUANGAN

1. Kebijakan Keuangan

Sesuai dengan Undang — undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, Undang — undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

serta Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

dinyatakan bahwa APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah

yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah yang terdiri dari

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

1) Pendapatan

2)

Otonomi daerah memberikan implikasi timbulnya kewenangan dan
kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintah
secara lebih mandiri, tidak terlalu dan selalu menggantungkan bantuan dari
pusat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi
dan pertanggungjawaban.

Satuan kerja pengelola pendapatan daerah harus mampu mengoptimalkan
partisipasinya dalam meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) guna
kelangsungan  pembiayaan  penyelenggaraan  pemerintahan  dan
pembangunan tanpa menghambat kemajuan dunia usaha, bahkan
sebaliknya dituntut mampu merangsang pertumbuhan ekonomi daerah.
Sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang terdiri atas :

a. Hasil Pajak Daerah

b. Hasil Retribusi Daerah

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

d. Lain-lain PAD yang sah

Belanja
Sesuai dengan Permendagri 13 tahun 2006 dan Permendagri 59 tahun
2007 penyusunan anggaran belanja diklasifikasikan menurut urusan,
organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis belanja dan obyek selama
satu tahun anggaran. Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah
dikelompokkan sebagai berikut:

a. Belanja Tidak Langsung

b. Belanja Langsung




Untuk belanja Tidak Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, bunga, subsidi,
hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja
tidak terduga.

Sedangkan untuk Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja
Barang dan Jasa serta Belanja Modal.

Kebijakan Belanja Kabupaten Sukoharjo tahun 2019 yang ditempuh adalah:

a. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja
yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.
Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan
anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan
alokasi anggaran.

b. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas
pelaksanaan tugas dan fungsi masing — masing satuan kerja perangkat
daerah dalam rangka melaksanakan kewajiban daerah yang menjadi
tanggungjawabnya.

c. Belanja Langsung, dianggarkan sesuai dengan kebutuhan agar satuan
kerja dapat beroperasi dan belanja pegawai / personalia disesuaikan

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Indikator Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah
Penjelasan pencapaian kinerja keuangan tahun 2019 sebagaimana yang
disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut :
a. Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah dianggarkan sebesar Rp 0,00 realisasinya
sebesar Rp 0,00 atau 0,00 %.
Tidak terpenuhinya target pendapatan antara lain disebabkan :
= Pada Perangkat Daerah Kecamatan Kartasura Tidak Mengelola
Pendapatan.
b. Realisasi Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah
Anggaran Belanja dianggarkan Rp 8.826.665.000,00 realisasinya
sebesar Rp 8.314.800.229,00 atau 94,20 % , dengan rincian sebagai
berikut :
- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp 6.334.834.000,00
realisasinya sebesar Rp 5.883.872.995,00 atau 92,88 %




- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp 2.491.831.000,00
realisasinya sebesar Rp 2.430.927.234,00 atau 97,56 %.

Belanja Tak Terduga dianggarkan sebesar Rp 0,00 realisasinya sebesar

Rp 0,00 .




BAB Il

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Meningkatnya Kinerja keuangan merupakan prioritas pembangunan

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang akan dicapai sebagaimana

diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) 2017 — 2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) tahun

2019.

Hal tersebut nampak dari ditetapkannya tujuan, sasaran dan strategi

yang berkaitan dengan kinerja keuangan sebagai berikut :

a. Tujuan yang ditetapkan

1)

2)

Terwujudnya pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat melalui
upaya pengembangan dan optimalisasi potensi sumber daya
manusia dan potensi kekayaan yang ada.

Tersedianya fasilitas yang memadai, mencukupi kebutuhan
masyarakat dalam upaya peningkatan pelayanan, yang pada
akhirnya diharapkan akan memberikan sumbangan kontribusi berupa
pendapatan yang lebih besar kepada PAD.

Untuk mencapai tujuan tersebut dalam tahun 2019 telah ditetapkan
sasaran, dan strategi yang meliputi program dan kegiatan serta
kebijakan sebagaimana telah disajikan pada Kebijakan Keuangan
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019.

b. Sasaran-sasaran yang ditetapkan

Sasaran — sasaran yang hendak dicapai dalam tahun 2019 adalah :

1)
2)
3)
4)

Terwujudnya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Terwujudnya peningkatan kualitas prasarana dan sarana.
Terwujudnya peningkatan pelaporan keuangan ;

Terwujudnya peningkatan peran serta organisasi dan lembaga

masyarakat.

c. Program dan kegiatan yang ditetapkan

Guna mencapai sasaran tersebut, Perangkat Daerah Kecamatan

Kartasura telah menetapkan program dan kegiatan sebagai berikut :




1)

2)

3)

4)

5)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :

= Penyediaan jasa surat menyurat ;

= Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ;

= Penyediaan jasa administrasi keuangan ;

= Penyediaan alat tulis kantor;

= Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ;

» Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor

» Penyediaan Jasa dan peralatan rumah tangga ;

= Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang — undangan ;

= Penyediaan makanan dan minuman ;

= Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ;

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan

kegiatan

e Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional ;

e Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas

e Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor ;

e Pengadaan Peralatan Gedung Kantor ;

e Pengadaan Mebeleur ;

» Pemeliharan Rutin / Berkala Rumah Jabatan ;

» Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional ;

» Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor ;

» Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur ;

» Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor ;

Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan :

e Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya ;

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan

Kegiatan ;

e Pendidikan dan Pelatihan Formal ;

e Study Banding

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan , dengan kegiatan :

» Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD ;

» Penyusunan pelaporan keuangan semesteran ;




» Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran ;
» Penyusunan laporan akhir tahun.
6) Program Perencanaan SKPD, dengan kegiatan :
e Penyelenggaraan Forum SKPD ;
e Penyusunan Dokumen Perencanaan.
7) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun
Kelurahan, dengan kegiatan ;
¢ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ngadirejo
e Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kartasura
e Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngadirejo
e Pembangunan Masyarakat Kelurahan Kartasura
8) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan ,
dengan kegiatan :
e Pembinaan Keamanan , Ketertiban Masyarakat dan Masalah
Sosial
9) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat , dengan kegiatan ;
¢ Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan
Ngadirejo
e Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan
Kartasura
10) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, dengan kegiatan :
e Permbinaan Organisasi Kepemudaan
11) Program Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana
Kearsipan , dengan kegiatan :
e Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana kearsipan
12) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan
kegiatan :
¢ Fasilitasi Penanaman ldeologi, Cinta Tanah Air dan Bangsa bagi
Generasi Muda ;
13) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam
Pembangunan, dengan kegiatan :
e Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan
14) Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa,
dengan kegiatan :

e Monitoring, Evaluasi,Pengendalian dan Pelaporan
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d. Keluaran (Out put) atau Hasil ( Outcomes ) yang dicapai.

Sasaran kinerja keuangan tahun 2019 pada umumnya telah tercapai. Hal
tersebut ditandai dengan indikator — indikator keberhasilan program

(output / outcomes ) sebagai berikut :
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

a) Terlaksananya kegiatan — kegiatan yang telah ditetapkan

sesuai dengan ketentuan.
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :

a) Terwujudnya Kendaraan Dinas / Operasional ;
b) Terwujudnya Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas ;
c) Terwujudnya Perlengkapan Gedung Kantor ;
d) Terwujudnya Peralatan Gedung Kantor ;
e) Terwujudnya meubelair ;
f) Terpeliharanya Rumah Jabatan ;
g) Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional ;
h) Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor ;
i) Terpeliharanya Mebeleur;
j) Terpeliharanya Gedung Kantor
3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
a) Terwujudnya Disiplin Aparatur
4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur :
a) Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal guna
meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur negara;
b) Terlaksananya studi banding untuk meningkatkan kapasitas
sumber daya aparatur negara.
5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan :
a) Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD, pelaporan keuangan semesteran, pelaporan

prognosis realisasi anggaran dan laporan akhir tahun.

6) Program Perencanaan SKPD
a) Terwujudnya Prioritas Pembangunan dengan terbentuknya

RPTK ( Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan )
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b) Terwujudnya Dokumen Perencanaan tingkat Kecamatan
7) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun
Kelurahan
a) Terwujudnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Ngadirejo
b) Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kelurahan Kartasura
c) Meningkatnya SDM Ketua RT, Ketua RW dan Pengurus LPM.
Dalam melaksanakan tugas dan Pelayanan kepada
masyarakat Kelurahan Ngadirejo
d) Meningkatnya Wawasan Organisasi Perempuan di Kelurahan
Kartasura di Bidang Kesehatan
8) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
a) Terkendalinya keamanan dan kenyamanan dan Ketertiban
Masyarakat dan masalah Sosial
9) Program Peningkataan Keberdayaan Masyarakat
a) Meningkatnya pemberdayaan lembaga dan organisasi
masyarakat Kelurahan Ngadirejo
b) Meningkatnya pemberdayaan lembaga dan organisasi
masyarakat Kelurahan Kartasura
10) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
a) Terbinanya Organisasi Kepemudaan
11) Program Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana
Kearsipan;
a) Terpeliharanya Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip.
12) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
a) Terpenuhinya Fasilitas Penanaman ldeologi, Cinta Tanah Air
dan Bangsa bagi Generasi Muda
13) Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Jender
dalam Pembangunan
a) Terbinanya Organisasi Perempuan
14) Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan
Desa
a) Terlaksananya Monitoring , Evaluasi, Pengendalian dan

Pelaporan Keuangan di Tingkat Desa.
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Hasil pelaksanaan program dan kegiatan tersebut secara keseluruhan
telah sesuai dengan target yang direncanakan, dengan tingkat

pencapaian target 94,20 %.

2. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET
YANG TELAH DITETAPKAN

Hambatan/Permasalahan

Pelaksanaan kegiatan dalam tahun 2019 di Perangkat Daerah Kecamatan
Kartasura dapat dilaksanakan dengan lancar dan tertib dan tidak menemui
kendala /hambatan yang berarti, hal ini disebabkan adanya kerja sama yang

baik antara Dinas / Instansi Vertical dan Kepala Desa / Kelurahan.
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BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

Perangkat Daerah Kecamatan Kartasura telah menyusun dan melaporkan
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2019 meliputi : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan
Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan
Keuangan. Laporan tersebut disusun dan disajikan berpedoman sesuai dengan

standar akuntansi pemerintahan.

2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis Kas
untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan, serta basis akrual
untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana.

3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
a. Piutang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang
akan diterima. Piutang pajak yang diakui adalah yang sudah ada
ketetapannya (SKP/SKPT).
b. Persediaan dicatat pada akhir tahun periode akuntansi berdasarkan nilai
barang yang belum terjual atau terpakai. Persediaan dinilai berdasarkan:
e Harga pembelian jika diperoleh dengan pembelian.
e Harga standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri.
e Harga / nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya jika diperoleh
dengan cara lain.
c. Aktiva tetap
e Aktiva tetap dicatat berdasarkan nilai/harga perolehannya (historical
cost). Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya
perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada
nilai wajar pada saat perolehan.
e Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola
meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak

langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan,
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tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi
berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
d. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
e. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing
dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang

asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada

Dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Secara umum kebijakan akuntansi yang telah diterapkan telah sesuai dengan

Standar Akuntansi Pemerintahan, antara lain :

a. Piutang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang
akan diterima. Piutang pajak yang diakui adalah yang sudah ada
ketetapannya (SKP/SKPT).

b. Persediaan dicatat pada akhir tahun periode akuntansi berdasarkan nilai
barang yang belum terjual atau terpakai. Persediaan dinilai berdasarkan:

e Harga pembelian jika diperoleh dengan pembelian.
e Harga / nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya jika diperoleh
dengan cara lain.

c. Aktiva tetap dicatat berdasarkan nilai/harga perolehannya (historical cost).
Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak
memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat
perolehan.

d. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.
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BAB V
PENJELASAN POS - POS LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
A. Pendapatan

Pendapatan Perangkat Daerah Kecamatan Kartasura tahun anggaran 2019
dianggarkan sebesar Rp 0,00, sedangkan realisasinya sebesar Rp 0,00,

sehingga kurang dari target sebesar Rp 0,00 Atau 0,00 % .

Jika dibandingkan dengan Pendapatan tahun 2018 sebesar Rp 0,00 maka
terdapat peningkatan pendapatan sebesar Rp 0,00 atau 0,00 %

Secara rinci pencapaian pendapatan tahun 2019 dan perkembangan
pendapatan tahun 2018 — 2019 adalah sebagai berikut :

2019 % RealTiesr;sein;’Ziggzgtan
No Jenis Pendapatan Anggaran| Realisasi 2018 2019
1. | Pendapatan Asli Daerah 0 0 0
2. | Dana Perim-bangan 0 0 0
3.| Lain - Lain Pendapatan Yang
Sah
Jumlah 0 0 0
B. Belanja

Belanja Perangkat Daerah Kecamatan Kartasura untuk tahun anggaran
2019 dianggarkan Rp 8.826.665.000,00 sedangkan realisasinya sebesar
Rp 8.314.800.229,00 berarti dibawah anggaran sebesar Rp 511.864.771,00
atau 94,20 %. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2018
sebesar Rp 5.878.155.955,00 maka terdapat kenaikan realisasi belanja
sebesar Rp 2.436.644.274,00 atau secara rinci realisasi belanja tahun 2019

dan perkembangan belanja tahun 2018 — 2019 adalah sebagai berikut :
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2019 Perkembangan Realisasi
Belanja
No | Jenis Belanja Anggaran Realisasi % 2018 2019 %
1. | Belanja Operasi | 6.334.834.000,00 | 5.883.872.995,00 | 92,88 | 5.085.498.855,00 | 5.883.872.995,00
- Belanja 4.573.538.000,00 | 4.169.955.848,00 | 91,18 | 3.999.454.244,00 | 4.169.955.848,00
Pegawai
- Belanja Barang | 1.605.296.000,00 | 1.566.453.147,00 | 97,58 | 1.056.394.611,00 | 1.566.453.147,00
Dan Jasa
- Belanja Hibah 156.000.000,00 147.464.000,00 | 94,53 29.650.000,00 147.464.000,00
2. | Belanja Modal 2.491.831.000,00 | 2.430.927.234,00 | 97,56 792.657.100,00 | 2.430.927.234,00
Belanja Tidak 0 0 0 0 0
3. Terduga
Jumlah 8.826.665,000,00 | 8.314.800.229,00 | 94,20 | 5.878.155.955,00 | 8.314.800.229,00
1) Belanja Operasi Rp 5.883.872.995,00
a. Belanja Pegawai Rp 4.169.955.848,00

Jumlah tersebut merupakan belanja selama tahun anggaran 2019

dengan rincian sebagai berikut :

» Gaji Pokok Rp 2.256.569.100,00
» Tunjangan Keluarga Rp 183.476.828,00
» Tunjangan Jabatan Rp 140.380.000,00
» Tunjangan Fungsional Rp 0,00
» Tunjangan Fungsional Umum Rp 72.510.000,00
» Tunjangan Beras Rp 97.115.220,00
»= Tunjangan PPh / Khusus Rp 7.754.840,00
*» Pembulatan Gaji Rp 33.047,00
» Juran Asuransi Kesehatan Rp 81.444.813,00
» Tambahan Penghasilan bdsr beban kerja | Rp 1.079.692.000,00
= Honorarium PNS Rp 171.180.000,00
= Honoraium Non PNS Rp 79.800.000,00

Jumlah Rp 4.169.955.848,00
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b. Belanja Baranqg dan Jasa

Rp

1.566.453.147.,00

Jumlah tersebut merupakan belanja selama tahun anggaran 2019

dengan rincian sebagai berikut :

» Bahan Habis Pakai Rp 205.578.296,00
= Jasa Kantor Rp 478.003.099,00
» Perawatan Kendaraan Bermotor Rp 53.344.262,00
» Cetak dan Penggandaan Rp 37.261.090.00
= Sewa Mobilitas Darat Rp 13.500.000,00
= Makanan dan Minuman Rp 502.712.000,00
= Pakaian Dinas dan Atributnya Rp 16.100.000,00
» Pakaian Khusus hari hari tertentu Rp 98.747.000,00
= Perjalanan Dinas Rp 65.492.400,00
= Pemeliharaan Rp 18.825.000,00
» Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Rp 72.390.000,00
= Belanja Penghargaan dan Hadiah Rp 2.400.000,00
» Belanja Hibah Barang atau Jasa Untuk Rp 147.464.000,00
Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
Jumlah Rp 1.566.453.147,00
2) Belanja Modal Rp. 2.430.927.234,00

Jumlah tersebut merupakan belanja selama

dengan rincian sebagai berikut :

tahun anggaran 2019

»= Belanja Tanah Rp 0,00
» Belanja Peralatan dan Mesin Rp 241.525.814,00
» Belanja Gedung dan Bangunan Rp 367.467.880,00
» Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp | 1.821.933.540,00
» Belanja Aset Tetap Lainnya Rp 0,00

Jumlah Rp | 2.430.927.234,00
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Penjelasan Pos - Pos Neraca

a. Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo kas per 31 Desember 2019 dengan

rincian sebagai berikut :

= Kas Uang Persediaan Rp 0

= Kas Pajak yang belum disetor ke Kas Negara Rp 0
Jumlah Rp 0

b. Piutang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo piutang PAD yang terdiri atas piutang
pajak Rp 0,00 dan piutang retribusi Rp 0,00 dengan rincian :

1) Piutang Pajak

e Pajak Hotel Rp 0
e Pajak Restoran Rp 0
e Pajak Reklame Rp 0
e Pajak Parkir Rp 0
e Pajak Kolam Renang Rp 0
e Pajak Penerangan Jalan Rp 0
Sub Jumlah 1) Rp 0,00
2) Piutang Retribusi
e Retribusi Pelayanan Pasar Rp
e Retribusi Pelayanan Rp
Kesehatan
e Retribusi IMB Rp 0
Sub Jumlah 2) 0 Rp 0,00
Jumlah 1) + 2) Rp 0,00
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c. Persediaan

Jumlah

yang terdiri dari :

Rp

1.719.500,00

tersebut merupakan nilai persediaan per 31 Desember 2019,

1 | Blanko Cetakan dan buku Register | Rp 234.000,00
akta kelahiran, perkawinan dll

2 | Persediaan alat listrik; lampu dll Rp 118.500,00

3 | Bahan dan alat kebersihan Rp 80.500,00

4 | Alat Tulis Kantor dan Barang Cetakan Rp 1.286.500,00

5 | Alat Tulis Kantor dan Barang Cetakan Rp 1.286.500,00

Jumlah Rp 1.719.500,00

d. Aset Tetap

Jumlah tersebut merupakan nilai

Rp 49.778.126.265,00

aset tetap per 31 Desember 2019

dengan penjelasan sebagai berikut :

Jenis Aset Tetap

Saldo Awal
01 Januari 2019

Mutasi 1 Januari 2019 s.d
31 Desember 2019

Tambah Kurang

Saldo Akhir
31 Desember
2019

Tanah

3.439.705.000,00

21.634.433.516,00 -

25.074.138.516,00

Peralatan dan

Mesin

1.554.203.358,00

234.010.814,00 -

1.788.214.172,00

Gedung dan

Bangunan

5.828.110.950,00

367.467.880,00 -

6.195.578.830,00

Jalan, Irigasi dan

Jaringan

2.873.627.350,00

17.871.078.663,00 -

20.744.706.013,00

Aset Tetap

Lainnya

Konstruksi Dalam

Pengerjaan

Akumulusai
Penyusutan Aset

Tetap

(3.495.503.068,00)

(529.008.198,00)

(4.024.511.266,00)

Jumlah

10.200.143.590,00

39.577.982.675,00

49.778.126.265,00
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Penambahan aset tetap pada tahun anggaran 2019 sebesar

Rp 23.528.837.552,00 yang terdiri dari :

e Pengadaan yang bersumber dari Belanja Modal APBD Pemerintah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 sebesar Rp. 2.430.927.234,00 yang

terinci sebagai berikut :

Tanah Rp 00,00
Peralatan dan Mesin Rp 241.525.814,00
Gedung dan Bangunan Rp 367.467.880,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 1.821.933.540,00
Aset Tetap lainnya Rp 00,00

Jumlah Rp 2.430.927.234,00

e Hasil inventarisasi Aset Tanah Dibawah Jalan pada kelurahan tahun
2019 di wilayah Kecamatan Kartasura diperoleh sebagai berikut :
a. Kelurahan Kartasura terdapat 30 (tiga puluh) bidang tanah
dibawah ruas jalan dengan nilai perolehan sebesar
Rp. 16.297.476.000,00
b. Kelurahan Ngadirejo terdapat 86 (delapan puluh enam) bidang
tanah dibawah ruas jalan dengan nilai perolehan sebesar
Rp. 5.336.957.526,00
c. Sehingga dari 2 (dua) Kelurahan tersebut, terdapat penambahan
nilai perolehan aset tanah yang dipergunakan untuk jalan sebesar
Rp. 21.634.433.516,00.

e Penambahan nilai aset tetap Peralatan dan Mesin dari hasil
pemanfaatan aset 1 (satu) unit kendaraan roda dua (sepeda motor)
dari Kecamatan Tawangsari dengan nilai perolehan
Rp. 10.650.000,00,

Berdasarkan Berita Acara Penyerahan Penggunaan Kendaraan

Operasional Bermotor Roda Dua Milik Pemkab Sukoharjo Nomor :

900/1724.2/V/2019 tanggal 20 Mei 20109.

- Pengadaan yang bersumber pada Belanja Modal dan tidak
dikapitalisasi menjadi aset tetap, karena nilai perolehan satuan

barangnya kurang dari Rp. 500.000,00 yaitu :
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a. Pengadaan Belanja Peralatan dan Mesin berupa Peralatan dapur
yaitu kompor gas sejumlah 1 (satu) unit dengan nilai perolehan
Rp. 415.000,00 dipergunakan untuk Kelurahan Ngadirejo.

b. Pengadaan Belanja Peralatan dan Mesin berupa kursi rapat
sejumlah 50 (lima puluh) buah dengan harga satuan sebesar Rp.
355.000,00 sehingga nilai perolehannya sebesar
Rp. 17.750.000,00 yang dipergunakan untuk Kecamatan
Kartasura

c. Dari kegiatan pengadaan belanja tersebut diatas terdapat nilai
perolehan sebesar Rp. 18.165.000,00 yang tidak di kapitalisasi
menjadi aset tetap dan masuk dalam Inventaris Esktra
Kompatabel.

e Hasil inventarisasi Aset Jalan pada Kelurahan tahun 2019 di wilayah

Kecamatan Kartasura diperoleh sebagai berikut :

a. Kelurahan Kartasura terdapat 29 (dua puluh sembilan) ruas jalan
tanah dengan nilai perolehan sebesar Rp. 5.685.143.790,00

b. Kelurahan Ngadirejo terdapat 86 (delapan puluh enam) ruas jalan
dengan nilai perolehan sebesar Rp. 10.364.001.333,00

c. Sehingga dari 2 (dua) Kelurahan tersebut, terdapat penambahan
nilai perolehan Aset Jalan sebesar Rp. 16.049.145.123,00.

e Pada tahun 2019 Kelurahan Ngadirejo melakukan kegiatan

penghapusan barang Inventaris Ekstra Kompatabel senilai Rp
849.000,00 dan tidak mempengaruhi nilai aset tetap.
Berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor : 028.1/1992/VI1/2019
tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Alat Kantor dan
Rumah Tangga pada Beberapa Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Sukoharjo dari Daftar Barang Milik Daerah Kabupaten
Sukoharjo tanggal 17 Juni 2019

e Akumulasi penyusutan aset tetap tahun 2019 OPD Kecamatan
Kartasura sebesar Rp. 529.008.198,00
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. Kewajiban Jangka Pendek Rp 0,00
Jumlah tersebut terdiri dari :
1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga, yang terdiri atas ;
Pemotongan pajak dari rekanan (pihak ketiga) 0
yang ganda / double
Jumlah 1 0
2. Bagian Lancar Utang Dalam Negeri — 0
Pemerintah Pusat
Rp 0,00
. Kewajiban Jangka Panjang Rp 0,00
Jumlah tersebut merupakan Utang Dalam Negeri yang terdiri atas :
» Utang Pokok Pinjaman 0,00
= Utang Bunga 0,00
» Utang Biaya Jasa Bank 0,00
Jumlah Rp 0,00
h. Ekuitas Dana Lancar Rp 0,00

Ekuitas Dana Lancar tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2019

dengan rincian sebagai berikut :

e SILPA tahun berjalan 0

e Cadangan Piutang 0

e Cadangan Persediaan 0

e Dana yang harus disediakan untuk 0
pembayaran utang jangka pendek

Jumlah Rp 0,00

i. Ekuitas Dana Investasi Rp 0,00

Ekuitas Dana Investasi tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2019

dengan rincian sebagai berikut :
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Diinvestasikan dalam Investasi jangka
panjang / permanen

Diinvestasikan dalam Aset tetap

Dana yang harus disediakan untuk

pembayaran Utang jangka panjang

Jumlah Ekuitas Dana Investasi

Rp

0,00
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BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI — INFORMASI NON KEUANGAN
PERANGKAT DAERAH

Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan

= Pada tahun anggaran 2019 tidak terdapat penggantian manajemen pada
satuan kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, baik itu

menajemen tingkat puncak maupun manajemen tingkat menengabh.

= Adapun Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Kartasura
sampai akhir tahun 2019 dan vyang terkait dengan pengelolaan

administrasi keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut :
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NO

NAMA

JABATAN

KETERANGAN

1 | Suyadi Widodo, S.Sos Camat Kartasura Pengguna Anggaran
Sumardi, S.STP, M.Si Sekcam Kartasura Kuasa Pengguna
Anggaran
3 | Agus Jaelani, SE Lurah Kartasura Kuasa Pengguna
Anggaran
4 | Tri Wahyudi, SH, MM Lurah Ngadirejo Kuasa Pengguna
Anggaran
5 | M. Ali Nirwansyah, SH. MH. Kasi Yanum PPK
6 | Kusmanto, S.Sos Sekkel Kartasura PPKP
7 | Salamah, S.Sos Sekkel Ngadirejo PPKP
8 | Ismanta, SE Kasi Pemerintahan PPTK
9 | Sri Muryani, SE Kasi Yanum Kartasura | PPTK
10 | Sri Wijayani, BA Kasi Yanum Ngadirejo PPTK
. L Kasubbag Perencanaan | Bendahara
11 | Tri Suryaningsih d
an Keuangan Pengeluaran
Bendahara
12 | Widyastuti Wasito,SE Fungsional Umum Pengeluaran
Pembantu
Kasi Pemberdayaan Bendahara
. . Masyarakat dan Pengeluaran
13 | Safrudin Cahyanto, SE, M.Si Kesejahteraan Sosial Kel{ Pembantu
Ngadirejo
14 | Tri Wahyu Budi Susatyo, A.Md | Fungsional Umum Pembuat Dokumen
15 | Sri Mulyani, SE Fungsional Umum Pencatat Pembukuan
16 | Sri Rahayuningsin Kasubbag _Umum dan Pembayar Gaiji
Kepegawaian
17 | Ibnu Satmoko Fungsional Umum Pengurus Barang
Pengurus Barang
18 | Mulyanto, SE Fungsional Umum Pembantu pada
Kelurahan Kartasura
Pengurus Barang
19 | Dyah Ratnawati, SE Fungsional Umum Pembantu pada

Kelurahan Ngadirejo
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BAB VI

PENUTUP

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah Perangkat
Daerah Kecamatan Kartasura kami sajikan semoga dapat sebagai
gambaran dan bahan dalam menentukan arah kebijakan pengelolaan
keuangan tahun berikutnya sekaligus sebagai ukuran keberhasilan
pengelolaan keuangan tahun berjalan.

Dalam penyajian ini tentu jauh dari sempurna, maka kami mengharapkan
saran — saran dari berbagai fihak sehingga dapat menyempurnakan laporan
kami untuk tahun berikutnya.

Kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan laporan ini kami

ucapkan banyak terima kasih atas kerjasama dan bantuannya.

CAMAT KARTASURA

SUYADI WIDODO, S.Sos
Pembina Tingkat |
NIP. 19720627 199203 1 005
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